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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitians 'rni'?adaléﬁ‘beha_\n kerja yang diemban oleh masing-
masing aparatur tidak merata, hal*ini dikarenakan minimnyajumlah pegawai dan terbatasnya
sarana dan prasarana kerja‘yang memadai. Masalah lainnya adaLah minimnya pelaksanaan
diklat yang diikuti pléh pegawal yang berakibat pada rendahnya daya tanggap pegawai
terhadap tugas pokok dan fungsinya Dari hasil penelitian ditemukan bahwarki inerja organisas
Dinas Pertamibangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dalam meni ngkatkan PNBP Sektor
Pertambangan kurang optimal. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dari t|gas aspek yang
ditelitibaitu efisens, Efektivitas, Keadilan dan daya tanggap menunjukkan hasil yang kurang.
Meny’ikapi fenomena yang ada saran yang direkomendasikan antara lain : 1) perhmya
pelak%naan diklat yang menyangkut hal-hal yang bersifat khusus seperti diklat pertambangan
‘yvang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pgjak (PNBP) sektor .pertambangan’

| dikarenakan perlu pemahaman yang ‘mendalam  kaitannya dengan tugas-tugas b|dangl
1pertambangan sehingga peningkatan PNBP-sektor pertambangan akan semakin efektif dan

efisien, 2) perlu kesadaran yang tinggi dari aparat di Dinas Pertambangan dan Energi- Provins
kahmantan Barat sehingga pel aksanaan tugas yahg menjadi tanggungjawabnya dapat dipahami
qengan baik. 3) untuk meningkatkan daya gap tarhadap pengusaha, pimpinan.di Dinas
Pertambangan dan Energi Provins Kalgm agar dapat meningkatkan pengawasﬁn
dan pembinaan terhadap para pengusaha en‘ﬁ(an zin Usaha Pertambangan (IUP) sehmgga
para pengusaha sadar atas kewajibann lembayar iuran tetap pertambangan glina

tercapainya target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan di Provinsi

Kalifantan Barat i

Kata k[imci : Efisiens, Efektivitas, Keadilan, Daya Tanggap ‘.“
ABSTRACT

The phgblem in this study is the.work load carried by each apparatus isruﬁeven , thisis
due to lack of personnel and a limited amount of work infrastructures and adequate . Another
problem is the lack ef. .|mplementat|on of training followed by employees that result in low
employee responsiveness to the dities'and-functions*Fromithe research it was found that the
performance of the organization of Mining and Energy of West Kalimantan Mining Sector in
enhancing non-tax revenues are less than optimal . It is based on the results of a study that
examined aspects tigas Baitu efficiency , effectiveness , and responsiveness Justice showed
poor results . Responding to the suggestion that there is a phenomenon which recommended ,
among others : 1) the need for the implementation of education and training concerning the
things that are special as training related to mining tax state revenue ( non-tax revenues ) due
to the mining sector need a deep understanding of the tasks related to the mining sector so that
the increase in non-tax revenues mining sector will be more effective and efficient , 2 ) need a
heightened awareness of officers at the Department of Mines and Energy of West Kalimantan
Province so that the implementation tasks become responsibilities can be well understood . 3)
to improve responsiveness tarhadap entrepreneurs , leaders at the Department of Mines and
Energy of the Province of West Kalimantan in order to improve the oversight and guidance to
the holders of Mining Permit ( IUP ) so that the entrepreneur is aware of its obligation to pay a
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fixed contribution of mining to the achievement of revenue targets Non-tax ( hon-tax revenues )

mining sector in West Kalimantan

Keywords : Efficiency , Effectiveness, Fairness, Responsiveness

PENDAHUL UAN.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kaimantan Barat sebagai organisas yang
mengemban  fungs  menyusun  rumusan
kebijakan teknis, menyusun
program, pembinaan tekan.-"éani nistrasi,
melaksanakan pengenqge]lj-ah"t'eknis operasional,
memberikan peEi,ziﬁ'éh dan pelayanan umum
dibidang Perfgmbangan dan Energi, serta
pembi r!_aahf unit pelaksana teknis. Maka, untuk

mquétahui kinerja‘individu dalam organisasi

mtémiliki artivyang sangat penting terutama_

dal‘am upaya melakukan perbaikan-perbaikan
Tetapi
pers:pal annya, apakah penilaian yang dilakukan
teIah menggambarkan kinerja yang sebenar

Hal |rTI akan sangat ditentukan oleh keta;aE

pada masa yang akan datang.

dalam "\ menentukan caa dan

indikator-indikator

cakupan,
yang digunakan. Suatu
penilaian §/qng menggunakan cakupan, - cara
dan indikat(l)‘r.‘ yang sangat terbatas akan
memberikan hz;sil_ yang sangat terbatas pula,
dan berarti kurané --m,erlggambarkan keadaan
yang sebenarnya. Selama inE penilaian secara
sistematik terhadap kinerja aparatur belum
tradisi, sehingga berakibat pada

munculnya perdebatan yang tidak terselesaikan

menjadi

ketika terjadi hasil penilaian yang berbeda
antara pihak yang satu dengan lainnya.

Masalah mengenai
seringkali dihadapi banyak instansi pemerintah

kinerja pegawai

yang mana masalah yang dihadapi menyangkut

Widodo

rencana.~dan =

tentang sarana dan prasarana, ha ini sangat

mempengaruhi  kinerja pegawai dan juga
kurangnya pegawai yang bekerja di organisas
tersebut sehingga dapat menghambat jalannya
;JF6§as- penyelesaian pekerjaan serta masalah
mengenai k‘édI'S'IAU nan pegawai.

Oleh karena itJ Drna‘.f,‘ Pertambangan dan
Energi Provinss Kalimantan® Barat sebagai
organisasi publik dituntut untuk meningkatkan
kinerja pegawai yang ada dalam organisasi.
Melihat dari tugas dan fungsi. yang diemﬁan
_oleh .setigp individu dalam organisasi maké

dituntut kinerja yang optimal dalam mencapai

[ tin tujuan yang telah ditetapkan, namu;!

'jerdasarkan observas awal secara umum
in inefja yang ditunjukkan oleh pegawai patja
Ej(allmantan Barat belum optimal dlmana

Pertambangan dan Energi Prowns
terdapat pegawai yang kurang menyadarl tugas
dan fungsinya sehingga sermgkal_r timbul
ketimpangan-ketimpangan dalam _l;n'énjalankan
tugasnya Disamping itu mesih terdapat
pegawal yang belum _m_eLaks%inakan tugasnya
pada  saat

dikeluarkannya surat perjalanan dinas tapi

dengan=baik, _mi%\lnya
masih ada pegawai yang tidak melakukan tugas
perjalanan dinas tersebut sehingga otomatis
dapat mempengaruhi tingkat kinerja pegawai
itu sendiri. Disamping itu tingkat kedisiplinan
sebagian dari pegawai belum tampak optimal
dimana kehadiharan dikantor seringkali tidak
tepat waktu. Indikasi lain yang menyebabkan
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kurang optimalnya kinerja pegawai di Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Barat adalah

dalam menjalankan tugasnya khususnya di

rendahnya motivas aparatur

bidang mineral dan batubara dikarenakan
minimnya insentif yang diterima pegawai serta
tidak adanya pelaksanaan diklat yang
berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan tugas,
terutama dalam meningkatkan PNBP Sektor

-
-
e
=

.,padé{- dasarnya

merupakan tanggung,fjfé\’/\;ab setiap -individu

pertambangan.
Kinerja  organisasi

F
yang bekerja dgan organisasi. Apabila dalam
organisasi fseti‘ap individubekerja dengan baik,
berprgst'ééi,

koptribusi terbaik-mereka terhadap organisasi,

bersemangat dan memberikan

maka kinerja organisasi secara keseluruhans

konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi
(Wibowo, 2008;7).
Sehubungan dengan itu, kinerja adalah

kesediaan seorang atau kelompok orang untuk

melakukan sesuatu kegiatan dan
menyempurnakannya sesuai dengan
tanggungjawab dengan hasil seperti yang

diharapkan. Jika dikaitkan dengan performance
.Sebagal kata benda (noun) dimana salah satu
masukannya adelah hasil dari suatu pekerjaan
(thing done): 1'peng<‘ertian performance atau
kinerja adalah hasil Eéi‘ja.)_/ang dicapa oleh
seseorang atau ‘kelompok orz'a'ng_‘dalam suatu
organisasi - sesuai  dengan W&Ngﬁmg dan
tanggung jawab masing-masing dalam\'Upghya
pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak,
~=melanggar hukum dan tidak bertentang

akan baik. Dengan demikian kinerja organisas II__dengan moral atau etika. Kinerja dalarr}

mefypakan cerminan dari kinerja individu |
(Mahmudi 2005:22).

Nasucha, mengemukakan bahwa kln a
efektifivitas

organisési secara menyeluruh untuk memenuhi

organw,as adalah  sebagai
kebutuhan, yang ditetapkan dari  setiap
kelompok ;;apg berkenaan melalui usaha-usaha
yang sistemi k-dan meningkatkan kemampuan
organisasi secar'at terus menurus “mencapal
kebutuhan secara efektif(Pasolong, 2010:177).

Selain itu menurut Amstrong_ dan Baron
kinerja disebut juga sebagai hasil kerja atau
prestasi kerja. Kinerja mempunya makna lebih
luas bukan hanya menyatakan sebagai hasil
kerja tetapi juga bagaimana proses kerja

berlangsung.  Kinerja  merupakan  hasil
pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan
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rrlenjalankan fungsinya tidak berdiri* sendiri,
t*F’
Eletsrarnpilan

tj ndividu (Sedarmayanti, 2010:259).
Indikator kinerja adalah ukuran kuant|tat|f

i berhubungan dengan kepuasan-kerja dan
oleh
kemampuan dan sifat-Sifat

imbalan, dipengaruhi

dan kuditatif yang menggambarkaﬁ tingkat
pencapaian suatu.sasaran atau tuj uafi'yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja h_a"ljs merupakan
suatu yang akan_di_hi_tung' d:’;\n diukur serta
digunakan ts_eb;gai dasar untuk menilai atau
melihat tingkat kinerja baik dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan maupun setelah
kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator
kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa
kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja
yang bersangkutan menunjukkan kemampuan

dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan
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sasaran yang telah ditetapkan (Sedarmayanti,
2010:198).

Menurut Pasolong, (2010:180)

menggunakan beberapa indikator kinerja untuk
dijadikan pedoman dalam menilai kinerja
birokrasi publik antaralain:

1. Efesiens yaitu menyangkut pertimbangan
tentang keberhasilan organisasi pelayanan
publik dalam memanfaatkan faktor-faktor
produksi serta pertimbangan yang berasal
dari rasionalitas ekonomis. e

2. Efektivitas yaitu apakah tujuan yang
didirikan organisasi gelay'anan publik
tersebut  tercapai. a tersebut erat
kaitannya dengan‘rasionalitas.teknis;, nilai,
misi, tujuangorganisasi serta fungsi agen
pembang_unén.

3. Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi
dansalokasi layanan yang diselenggarakan
9Iéh organisasi pelayanan publik. Kriteria
/ini  erat kaitannya dengan konsep

| ketercukupan atau kepantasan.

4. Daya tanggap Yaitu organisasi pelayanan

s gubjek  dalam  penelitian

dalam
meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Sektor Pertambangan.

Provinsi Kalimantan Barat

METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam

pendlitian adalah penelitian deskriptif
kualitatif dimana dalam memecahkan masalah
yang diteliti dilakukan dengan memberikan

ini

=gambaran mengenai suatu keadaan dengan

meng'g'u‘nakarL data dan fakta yang ditemukan
pada saat penditian dilakukan. Pendlitian
deskriptif -adalah per;él'l'tiarl yang dilakukan
untuk mengetahui nilai variak‘)'él*mgndiri, baik
satu variabel atau lebih (independén), tanpa
membuat perbandingan atau menghubu'ﬁglian
antaravariabel satu dengan variabel yang Iaint %

ini adalah‘

‘publik merupakan bagian dari daya tanggap II.—l-'.A.Jmpulan informan yang memiliki hubungar]

Mmasyarakat yang mendesak. Karena itu - ] i
organisasi secara keseluruhan harus d Sedang diteliti. Data yang diperoleh penel‘m
er dari sumber data yang ditentut{an

dipertanggungjawabkan secara transpai ¢

demi memenuhi kriteria daya tanggap inj;,“.=

Dan pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa pandangan negatif mengenai birokrasi
publik r‘ﬁl.mcul ketidakpuasan
masyarakat t;émadap kualitas layanan. Maka

karena

dari itu pelayanént publik harus diperbaharui
hari demi harinya™-agar, _da_pat memenubhi
kebutuhan masyarakat. Oleh karena it

kemampuan birokrasi publik untuk
menampung dan mengelola  aspiras
masyarakat  haruslah  ditingkatkan  dan

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan uraian pada latar belakang
masalah di atas, untuk lebih memfokuskan
masalah penelitian maka masalah di batas
pada Kinerja Dinas Pertambangan dan Energi

Widodo

EZen@ah menggunakan teknik Purposive, yaitu

t.'stber infformasi  yang ditetapkan ;iecara

sengaja oleh pendliti yang didasarké-n atas

kriteria atau pertimbangan terte'n{u yang

berhubungan.. erat .. dengan foku{s‘; penelitian.

Adapun sumber data dan inf9anasi diperoleh

dari 16 orang pegawai.yaitt .

a K@ailz)inas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Barat

b. Kepala Bidang Mineral, Batubara, Panas
Bumi dan Air Tanah Dinas Pertambangan
dan Energi Provins Kalimantan Barat.

c. Kepala Seks Pengembangan Pengusahaan

d. Kepala Seksi Pengamanan Teknis dan
K eselamatan K erja Pertambangan

e. Kepala Seks Konservasi
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f. Kasubbag Rencana Kerja, Monitoring dan
Evaluasi

g. Kasubbag Umum dan Aparatur

h. 1 (satu) orang staf atau pegawa yang
menangani data Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) sektor
Dinas Pertambangan dan Energi Provins
Kalimantan Barat

pertambangan di

i. 3 (tiga) orang staf Bidang Minera, __

Batubara, Panas Bumi dan Air ngah-‘
j. 2 (dua) orang staf Sgbbag"-Umum dan
Aparatur _,,f"
k. 2 (dua) orapg'st‘;f Subbag Rencana Kerja,
Monitofriné dan Evaluasi.
Me}_dbie pengolahan data yang digunakan
dallarﬁ penelitian«ini adalah metode andlisis

kuglitatif dengan analisis yang deskriptifa

Adapun langkah-langkah andlisis data dalam

Dinas dan selaku Kepala Bidang Mineral,
Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah di Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan
Barat menjelaskan bahwa :

“......dalam bidang tugas dan pekerjaan
pegawai disini tidak memerlukan biaya dan
waktu yang banyak dalam
menyelesaikannya, namun dengan adanya
pemberian insentif tambahan diluar gaji
biasanya pegawai disini lebih bersemangat
dalam bekerja. Walaupun demikian hanya

““sebagian pegawai ssja yang terkesan ogah-
ogahan™daam bekerja, sebagian lainnya
meski tidak adanya insentif mereka tetap
bersemangat dalam._bekerja.....”. (Hasil
wawancara 12 Nopemben2013).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas,
dapat disimpulkan bahwa dalam menyélaaikan
tidek
memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

pekerjaannya para pegawai sudah

sehingga dapat mengefisiensikan penggun

oo
perfelman ini meliputi reduksi data, verifikasi | V\iaktu dan gSlmbengiceya Jiong gl dalanl

data'
rangkalan analisisnya. Selanjutnya rangkurq

data q|5$ua1 kan dengan metode analme,
dimana tlal ini adalah analisis yang deskriptif.
Dalam p{?nafsran data dilakukan secara
yang
mendukung ‘dan pada akhirnya _ditarik

komparatif berdasarkan _ teori-teori

kesimpulan

-
— —

KINERJA ORGANISASI DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) SEKTOR PERTAMBANGAN

1. Efisiensi pekerjaan pegawai Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Barat
Berdasarkan keterangan dari bapak Ir

Anfridus Juliardi Andjioe selaku Plt. Kepala
Widodo
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dan dilanjutkan dengan membuat-

rganisasi. 1

urut Bapak Zulkifli, SE selaku Kasubag
{J dan Aparatur mengatakan bahwa: '

“

..... efisiensi disini menyangkut
bagaimana seorang pegawa s dapat
mengoptimalkan penggunaan waktu dan
biaya..dimana pegawai yang ada disini
menyelesaikan.setiap  tugasnya dengan
memperhatikan- waktu dan biaya yang
digunakan agar dapat diminimalisir dengan
sehemat mungkin tetapi mutu dari hasil
kerja tetap memuaskan;” dengan demikian
pegawai** “sudah  bekerja  seefisien
mungkin.....”.(hasil wawancara 12
Nopember 2013).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
hasi| kerja dari pegawai di Dinas Pertambangan
dan Energi Provins Kalimantan Barat tepat
pada sasaran dan tujuan organisasi dengan kata
lain efektif dan tepat guna. Sebab setiap
sasaran kerja yang terealisasikan dengan baik
dapat mendukung pencapaian kinerja lebih
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prima dan dapat memberikan kepuasan
terhadap pelayanan yang diterima oleh
masyarakat. Efisiens dan efektifitas organisasi
dapat terwujud jika tanggungjawab dan
wewenang berjalan dengan baik sehingga
dalam

pekerjaan ataupun kegiatan berlandaskan pada

organisasi melaksanakan  setiap
rasa tanggung jawab yang tinggi dan setiap
individu akan memiliki
tanggung jawab tersebut. Dengan__demﬂ(iéﬁ
organisasi dapat memberi k?nhasu I- kerja yang
prima dengan mereali_gmﬁén setiap target kerja
dengan persentase y‘éng memuaskan.
Keberhgs'ﬂ:';ln pencapaian sasaran dan tujuan
tidak teffepas pada Kantoritu sendiri. di ‘dalam
melne:[apkan satu. cara melalui ‘penetgpan

kesadaran akan

dalam hal ini Dinas Pertambangan dan

Energi  Prov. Kabar tidak dapat

menerbitkan ijin galian tersebut (non

logam) skala kecil karena tidak ada
pemohon....”.

Pernyataan yang dikemukakan Pit. Kepala
Dinas tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan
tugas-tugas yang dilaksanakan oleh masing-
masing kepala seksi belum sepenuhnya sesuai

dengan  pelimpahan  kewenangan  yang
diberikan.oleh Gubernur. Hal tersebut disadari
bahwa ker;jéraen_‘ ada pada Dinas
Pertambangan dan Engr‘gi Provins Kalimantan
Barat tidak bisa menerapa'Ran_‘ pelimpahan
kewenangan tersebut karena ha;-ffs . melihat
kondisi diwilayahnya. Hal tersebut jugaﬁdialfui
oleh Minerba  Dinas

Kepala Bidang

kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar itus==Pertambangan dan Energi Provins Kalimant

semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan II__B_arat pada tanggal 12 Nopember 2013 :
Kaﬁ'tor Dinas Pertambangan dan Energi |
Pronnsi Kalimantan Barat melakukan berbagz;:li -

upaya untuk melaksanakan pelimpahan ygﬂlg
di beril’q;\n oleh Gubernur sehingga pelaksariaan
kegiaIar‘r,.dapat berjalan sesuai dengan tugas
pokok dan fungs yang sudah ditetapkan
dimas ng—r‘fm.si ng bidang.

Dalam '

kewenangan darly, Gubernur tersebut, masih

%, menerapkan pelimpahan

terkendala kenyataan=yang_ eda dilapangan
sebagaimana hasil wawancara ijam_ﬂi.
Kepala Dinas pada tanggal 12 Nopember 2013
sebagai berikut :

“.....kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kantor Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kalimantan Barat belum semuanya
dapat melaksanakan pelimpahan wewenang
yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan
Barat, karena dalam pelaksanaanya kita
harus melihat kondisi nyata dilapangan
seperi ijin bahan galian non logam (pasir,
tanah urug, kaolin dan batuan) skala kecil,

Widodo

|
”.....Melihat kondisi wilayah yang ada
Provins Kalimantan Barat « tidak

emungkingkan  untuk dilaksanak‘an
o %\rt‘)erian ijin bahan galian non logam
1 'é asir, tanah urug, kaolin dan batuan) skala
E% ecil walaupun kita stidah
|| mensosidlisasikan  kepada  masyarakat
kenyataan yang ada bahwa Pemerintah
melarang  disebabkan  obyek/ yang
digunakan adalah ‘sungai sehingga dapat
menyebabkan tanah longsor/abrasi......”.

tersebut
&
menguatkan bah\_/vq Jkondis di lapangan

)

Dari pernyataan diatas,
merupakan salah satu aspek dalam menerapkan

pelimpahan kewenangan dari  Gubernur.
Walaupun aspek hukum merupakan acuan atau
landasan yang sangat diperlukan oleh suatu
organisasi dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya tetapi
tidak mendukung hal tersebut. Sementara itu
dalam

fungsinya Dinas Pertambangan dan Energi

kenyataan dilapangan

upaya melaksanakan tugas dan

6
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Provins Kalimantan Barat membuat program
untuk pemenuhan target kegiatan salah satunya
melal ui

pengusaha kaitannya dengan pembuatan izin

melaksanakan sosidlisasi  kepada
usaha pertambangan. Dinas Pertambangan dan

Energi Provins Kalimantan Barat
melaksanakan Pembinaan Administrasi setiap
triwulan  sekali  sekaligus  melaksanakan
sosidlisas akan izin usaha pertambangan.
Keberhasilan dalam melaksanakantligas
dapat memacu motivasi dari Jpar'é-pegawai di
Dinas Pertambangan,-d’aﬁ Energi -Provinsi
Kalimantan Bayat”untuk lebih meningkatkan
kemampuqnn;a Daamhal ini diperlukan
kontrorl_.“'dan pengawasan dari pimpinan
sehi-ni:;ga dan yang

tugas pekerjaan

tugas dan pekerjaan yang telah diselesaikan
harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi
kebijakan karena hal tersebut merupakan salah
kebijakan

dalam menjaankan tugas dan

bentuk loyalitas kepada pemberi
karena di
fungsinya harus ada hubungan timbal balik
antara pimpinan dan bawahan sehingga

pekerjaan yang diberikan tidak menyimpang

..dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Téélanjutq)_/a berkaitan dengan hal tersebut
distas, pertangfungiawaban  tidek  hanya
disampaikan kepada Eéﬁnber_i kebijakan tetapi
harus dilaksanakan jjuga sec‘éfra_‘legal secara
hukum dan juga kepada masyargl'{at, Untuk
mengetahui hal tersebut diatas berikut ini

wawancara dengan Plt. Kepala Dinas tangg‘él_

dilaksanakan oleh bawahan tetap sesualdengans=25Nopember 2013 sebagai berikut

tugas dan kewgjibannya sehingga program-—

program dari Dinas Pertambangan dan Energi |

)

Pronnsi Kalimantan Barat akan terlaksar}a
sesual, dengan tujuan yang telah ditetapkan. }:‘

’-’.’ ..... Setiap bulan saya memerintahkan
kepada staf melalui Kepala Seks dan
Pejabat Esdlon IV lainnya. untuk
melaparkan pekerjaan yang telah dibuat
selama 'satu bulan. Hal tersebut merupakan
bentuk p'engawasan sehingga.pekerjaan staf
menjadi terkontrol dan tidak menyimpang
dari tugas dap fungs masing-masing.....”
(Wawancara dengan PIt. Kepala Dinas pada
tanggal 22 Nopember2013).

e —

..... Pekerjaan  yang telah  kami
laksanakan kami selalu kami laporkan
setiap bulan dan untuk pekerjaan yang
mendesak untuk diselesaikan dan hasilnya
harus segera dilaporkan kami tidak harus
menunggu satu bulan untuk
melaporkannya.....” (Wawancara dengan
staf Bidang Minerba pada tangga 22
Nopember 2013).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa
masing-masing bidang telah menyadari bahwa

Widodo

”.....Berkaitan  dengan
jawaban  organisas kantor Din
Pertambangan dan  Energi . Proving
Kaimantan Barat kami menyampajkén
_ ara insdentil yaitu setiap saat apabila
¥ 1 2 hal-hal yang sangat mendesak dan
E‘ gpenting dan juga setigp tahun melalui

Laporan Tahunan Kepala Dinas dan LKPJ
t-1 kepada. pemberi kebijakan yaitu Gubernur

Kalimantan Barat dan tidak melaporkannya

kepada.lembaga lain seperti DPRD atau

kepada . masyarakat. Yang 4 memiliki
kewenangan , untuk  menyampaikannya
adalah Gubernur Kalimantaanarat .....

r

pertanggun

Berdasarkan.. hasil “Wawancara tersebut i
atas, pertanggungjawaban dari Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Provins Kalimantan
Barat hanya dilaporkan kepada pemberi
kebijakan tidak kepada masyarakat maupun
lembaga DPRD sehingga pertanggungjawaban
kegiatan di organisasi Dinas Pertambangan dan
Energi Provins Kalimantan Barat tidak dapat
diketahui langsung oleh masyarakat maupun
DPRD sebagai wakil dari masyarakat.
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Pertanggungjawaban tidak kami
laporkan langsung kepada masyarakat
maupun kepada lembaga DPRD sebagai
wakil masyarakat dan laporan kami
kepadaatasan yaitu Gubernur, karena di
dalam laporan kami nanti akan disampaikan
oleh Gubernur sendiri melalui LKPJ kepada
DPRD dan melului LPPD Gubernur yang
langsung kepada masyarakat sehingga kami
tidak perlu secara langsung melaporkan
kepada  masyarakat.....”.  (Wawancara
dengan Plt. Kepala Dinas pada tanggal 25
Nopember 2013).

-

wawancara tersebut didfas dapat
diketuhui bahwa di dalami mempertanggung
jawabkan pdakgarlaén tugas dan. fungsinya

Dari

organisasi Q'rﬁés Pertambangan dan Energi

Provinsis " Kalimantan Barat masih
merlggjimakan pola yang lama Vyaitu
pertanggungjawaban  hanya  disampai kan

keﬁ)ada pemberikebijakan sehingga masyarakat
tidak dapat mengetahui secara langsung dan

menyebabkan kurang transparannya organlm I

Dlnas Pertambangan dan Energi

Proxlit ‘.
Kallmantan Barat dalam melaksanakan t

dan pekerjaan.
2, Efekti\‘h'.tas pekerjaan pegawai Dinas
Pertamb'fmgan dan “ Energi - Provinsi

Kahmantan Barat

Dalam organlsas perusahaan mavpun
instansi pemerlntah, ~ MesSin-wdan peralatan
merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam
proses kerja. Manusia tidak dapat berbuat lebih
banyak dan lebih efektif dan efisien tanpa
ditunjang peralatan kerja yang memadai.
Sesungguhnya mesin dan peralatan diperlukan
terutama dengan maksud untuk menghemat
tenaga dan energi manusia dan juga demi
arti

mengakui pentingnya manusia dalam

Widodo

organisas serta untuk mempercepat proses
kerja.

Disamping itu juga para pegawai harus bisa
menguasal fasilitas kantor tersebut karena jika
tidak memiliki keterampilan atau penguasaan
teknis operasiona mengenai bidang tertentu
seperti
komputer dan sebagainya yang dapat

kemampuan dalam menggunakan

menunjang penyelesaian  pekerjaan  secara
produKtife. 1
sangatlah penti'rig- dalam proses melaksanakan

Sarana dan prasarana  kantor

setiap, pekerjaan/kegiatamorganisas sehingga
segala sesuatu yang ditargetkéﬁ' oleh organisasi
dapat teredlisasi dengan baik.
Berikut . yang
pegaw‘éi.
===Menguasal’ penggunaan fasilitas kantor sebagajl
_ ikut : |
| Bapak Leo Candra Sihite, #ST (Kag

amanan Teknis dan Keselamatan Kerja)

petikan ~ wawancara

menunjukkan masing-masing

aya sangat menguasai dan memahaml

fasJ|tas
Lkantor, termasuk didalamnya instalasi pr_dgram

ekanisme penggunaan berbagai

¥
i
[l

saya menguasai

dan repair system....”
Bapak Wahidin :".”
penggunaan fasilitas kantor terutama dalam
dide  power _:’rpoint
penggambaran peta _khusjsny; ketika diminta

pembuatan dan

atasan untuk menyiapkan materi

7

Bapak Sukamto : saya menguasai.
Namun kadang kala saya bertanya ke mereka
yang lebih faham ketika saya mengalami
kesulitan”.

Bapak Wiwin : ”

penggunaan berbagai fasilitas, saya sangat

...... oh kalau masalah
menguasai, karena disamping saya sebagai staf

pengolah data iuran pertambangan juga

8
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kadangkala diminta sebagai operator.....”. (hasil
wawancara, 10 Nopember 2013)

Jadi dapat dismpulkan bahwa pegawai di
Dinas Pertambangan dan Energi provins
Kaimantan Barat menguasai penggunaan
fasilitas kantor dalam proses pelaksanakan
pekerjaan mereka. Seperti yang dikatakan oleh
Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur pada

saat wawancara dengan penulis bahwa:

“....pegawai dalam bekerja memané

sudah menguasai fasilitas kantor dimana
dalam penggunaan fasilitas tersebut sangat
membantu mereka~dalam menyelesaikan
pekerjaan mereka namun .adapun sebagian
kecil pegawai yang mash kurang
memahami - dalam«.menggunakan. fasilitas
atau sSarana kantor tersebut dikarenakan
tlrjgkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap
pegawai berbeda-beda.....”. (Hasil
‘wawancara tanggal 10 Nopember 2013).

\Berdasarkan data dan informasi . yang

pegawva| telah menguasai penggunaan faslltas
kanto‘; dengan baik karena dengan saranaq
prasarapa yang disediakan oleh organlsm.

mudah pegawai

menyelesaikan pekerjaaannya dengan sukses

maka ',.dengan para
sehingga dépat mengefisienkan waktu dalam
bekerja, walalipun masih ada sebagian kecil
pegawai yang kurang menguasal fasilitas
kantor tersebut. Dengan,_demikian kinerja
organisas dapat ditingkatkan ~ semakamal
mungkin, untuk itu para pegawai diharapkan
untuk  meningkatkan  keterampilan  dan

dalam hal

mengefektivitaskan penggunaan sarana kantor

kemampuan teknis

semata-mata untuk organisasi bukan untuk

kepentingan pribadi sehingga hasil kerja yang
dihasilkan dapat maksimal karena didukung

Widodo

I kegiatan-kegiatan
dipbroleh maka dapat disimpulkan bahwaj

oleh penguasaan fadlitas kerja sebagai

penunjang proses penyelesaian pekerjaan.

3. Keadilan pekerjaan pegawai Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi
Kalimantan Barat
Dalam tulisan ini keadilan adalah upaya
penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan

atau aktivitas-aktivitas pegawal di antara

9 B‘eberapa_ unit kerja di Dinas Pertambangan dan
Energi P}‘(;\fmd.h_Kalimantan Barat. Dinas
Pertambangan dan Eﬁ'er-gi Provinsi Kalimantan
Barat” merupakan salah s?a‘\tfr-orkganiwsi yang
menerapkan keadilan dalam siste-rﬁ'-pembagian
kerja. ;

Menurut Kepala Bidang Minerbé‘t:l
“.....dalam menjalankan tugas pokok dan’

e fUNQSINya mendapat wewenang langsun

dari Kepala Dinas untuk menyelenggarak

rutin dan__dilaporkan

I setiap bulannya ke Pemerintah “Provinsi
Kalimantan Barat untuk dievaluasi tlngkat

pq?laksanaannya ..... ¢ ‘
[}

anjutnya hasil wawancara kepada

t.‘ nforman yang tidak mau disebutkan na1_1’1anya
menyatakan bahwa : f

“...struktur organisasi yang® berlaku
kurang menjelaskan atau kurang sesuai
dengan tanggung jawab dan/kewenangan
masing-masing aparatur, se_hl'ngga terkesan
cukup memberatkan kareha beban kerja
cukup besar.dan tanggung jawab yang besar
terhadap pemenuhan target pendapatan asli
daerah sehingga dituntut struktur organisasi
yang terpisah agar pelaksanaan tanggung
jawab dapat dilaksanakan secara optimal.
Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur yang
berlaku kurang sesuai dengan tanggung
jawab memaksimalkan kontribuss PNBP
sektor pertambangan terhadap pendapatan
asli daerah.....”. (Hasil wawancara Penulis,
tanggal 10 Nopember 2013).

Selanjutnya informan menyatakan :
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....... kekurangjelasan struktur
organisasi banyak pengaruhnya terhadap
jalannya koordinasi dalam pekerjaan.
Seringnya terjadi  perubahan  struktur
organisas dan tata kerja dinas membawa
pengaruh yang cukup signifikan dalam
pelaksanaan tanggung jawab/pekerjaan.....”.

Jadi  kesimpulannya bahwa telah terjadi
kekurangjelasan koordinasi dalam pekerjaan

bidang mineral dan batubara dalam upaya

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh
IV di

Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan

seorang pejabat  Esselon Dinas

Barat (Kasubag Umum dan Aparatur) dalam

wawancara dengan penulis:

“

..... Tingkat pemahaman terhadap tugas-
tugas yang tertera dalam uraian tugas belum
semuanya dapat dipahami. Sehingga dalam
pelaksanaanya kami harus memberi arahan
atau penjelasan kepada staf dan juga

peningkatan penerimaan negara bukan pa;ak-- “w= berkordinas dengan pimpinan menyangkut
o mekantsme penyelesaian tugas sehingga
(R e o~ dalam “pelaksanaannya  kami  tidak
f‘--" mendapatkan “wkesulitan.....” (Hasil
4. Daya tanggap" pegawai Dinas wawancara tanggal 29*Nopember 2013).
F .
Pertambangan dan _ Energi Provinsi '

Kalimqnf;n Barat
Day&' fanggao seorang pegawai dapat dilihat
daris éeberapa jauh pegawai dalam' merespon

apa yang dibutuhkan oleh organisasi danese

pefmasalahan: yang mesti  mendapatkan
tanggap dapat diukur dari tingkat kepekaan
tuga§,pekerjaan dengan hasil yang d|capa|

pr|or|ta§ terhadap tugas dan pekerjaan ﬁng

mendesak serta kesesuaian dengan kebutuhan t.‘

masyarakat‘. Berkaitan dengan hal tersebut
dapat dilihat pada hasil wawancara penulis
dengan salah seorang staf di  Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan

Barat menyangkut pémahaman terhadap tugas

dan fungsi :

“....Tugastugas yang diberikan oleh
pimpinan dapat kami pahami, dalam
pelaksanaan tugas apabila kami
menemukan kesulitan dalam

penanganannya, hal itu kami koordinasikan
dengan rekan-rekan sekerja atau langsung
kepada pimpinan, untuk mendapatkan
solusi pemecahannya.....” (Hasil wawancara
tanggal 26 Nopember 2013).

Widodo

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

.o
peryelesaian secara tepat dan cepat. Daya | STlah seorang  pejabat Eselon”l

i.'je(tambangan dan Energi Provinsi Kahmantan

Dari hal tersebuf diétas dapat dMibat bahwa
pemahaman tugas dan pekerjaan masiﬁ kurang
sehingga perlu meminta arahan dari pimpi ri‘é\n.
Pemahaman aparat terhadap apa yang menjadl

beban tugasnya dapat seperti dikemukakan olel
Di na§

1
[ ]

~ ..... Pemahaman  tugas-tugas  yang
d'berlkan relatif masih kurang sehingga
sering menimbulkan keterlambatan dalam
penyelesaian suatu masalah/pekerjaan. Cara
mengatasinya antara  lain  J'dengan
melaksanakan briefing setiap hari Senin
walaupun hanya 15 menit. Tujuannya untuk
mengetahui tugas — tugas pekerjaan yang
belum selesai dan merupakan mekanisme
kontrol yang tepat.....”. (Hasil wawancara
Penulis__dengan~“Kepala Bidang 29
Nopember 2013).

Dari hal tersebut diatas bahwa tingkat
pemahaman terhadap tugas dan pekerjaan di
Dinas Pertambangan dan Energi Provins
Kaimantan Barat masih kurang. Hal tersebut
visi,

erat katannya dengan, misi, tujuan

organisass  serta  fungsi dari Dinas

Pertambangan dan Energi Provins Kalimantan
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Barat sebagal unsur pelaksana yang merupakan
dalam

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan,

kepanjangan tangan dari Gubernur
administrasi, organisasi, dan tata laksana serta
kepada seluruh

kerja  Dinas

memberikan  pelayanan

masyarakat di  wilayah
Pertambangan dan Energi Provins Kalimantan

Barat.

Pegawai pada Dinas Pertambangan dan _

Energi Provinsi Kalimantan Barat__di.-daférﬁ
tugas dan pekerjaannya telga,h-teib-rogram dan
dalam pelaksanaannyaffuba sesuai prosedur
yang telah di}etaa(an atau" sesuai -~ dengan
peraturan yahE; berlakusHasi| pekerjaan juga
telah dilokumenkan. Sehingga dapat menjadi
acgaﬁ untuk tugas dan pekerjaan yang akan
datang. yang
insidentil/mendadak dan terfokus pada suatu

Pekerjaan

bidfang menjadi pekerjaan satu organi%\sjj
bukan lagi
dengép Kasubag Aparatur pada tanggal ‘3
Nopemper 2013:

...Pada saat tertentu, misalnya ada Lbenkut ’

monltorl ng dan evaluasi tanpa diminta kami
membatqtu pelaksanaan pendataan izin
usaha ‘ipertambangan. yang : menjadi
tanggungjawab Bidang Minerba, demikian
juga pada saat ada inspeksi 'mendadak
Bidang Minerba membantu” melakukan
pembinaan w.aparatur walaupun

tanggungjawab tetap adapadakami,...”

Dilihat dari wawancara tersebut diatas
bahwa organisas Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Kaimantan Barat dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan untuk
mencapai visi dan misinya tidak bersifat
perseorangan atau mengandalkan kemampuan
masing—-masing individu tetapi merupakan satu

kesatuan dari organisasi Dinas Pertambangan

Widodo

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Sifatny Qe

r—

perseorangan. Hasil wavvancarai.

dan Energi Provins Kalimantan Barat.

Kemampuan dari masing—masing bidang yang
mungkin kurang akan tertutupi oleh bidang
yang lain karena baik dan buruknya kinerja
Dinas Pertambangan dan Energi Provins
Kaimantan Barat bukan karena individu
masing-masing bidang tapi karena kerjasama
dari unsur— unsur di masing-masing bidang
tersebut. Disamping hal tersebut juga akan
lebih 'rﬁenumpuhkan rasa kebersamaan di Dinas
Pertambangan*&fah-ErJergi Provinsi Kalimantan
Barat. B,

“...kami menumbuhkan rasa
kebersamaan “dengan mel aksaniakan tugas
secarabersama—sama, yang kemampuannya
masih kurang dapat ditutupi oleh pegawai
yang lain sehingga tugas dan pekerjaan
yang dibebankan di masing ~masing bidang’
akan terselesaikan.....” (Wawancara denga
Plt. Kepala Dinas tanggal 29 Nopemberl
2013)

Sel anJ utnya responsivitas atau daya tanggap

ekerjaan dilihat dari hasil wawancara %bagal

ieg yai dilihat dari prioritas tugas dan

..... Beban tugas yang ada pada kami
sesuai-dengan tugas pokok dan fungs yang
telah ditetapkan dapat kita kerjakan dengan
tepat waktu, stetapi apabila ada pekerjaan
yang bersifat ‘insidentil seperti monitoring
dan evaluas yang bukan mierupakan tugas
pokok kami tetapi kami* diwajibkan untuk
membanty " pelaksanaannya akan
menyebabkan pekerjaan kita sendiri belum
dilaksanakan dan kita membutuhkan waktu
yang lebih untuk menyelesaikan tugas dan
pekerjaan kita.....” ( Hasil wawancara
dengan staf Bidang Minerba 6 Nopember
2013)

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut
dapat dilihat bahwa pekerjaan yang prioritas
dapat dilaksanakan oleh organisass Dinas

Pertambangan dan Energi Provins Kalimantan
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Barat walaupun merupakan tugas dari salah
satu bidang tetapi bidang yang lain juga ikut
membantu dan itu menyebabkan pekerjaan
pokok dari bidang yang lain penyelesaiannya
sedikit terhambat dan membutuhkan waktu dan
tenaga dari bidang yang lain tersebut. Kondisi
seperti  tersebut diatas dapat menyebabkan
salah satu bidang menjadi tergantung kepada
bidang yang lain

sehingga cenderung

mengandalkan bantuan dari pegawai_yang' fain

sehingga dampaknya salah ga,tu*bl'aéng tersebut
tidak akan maju walgupffn‘ secara umum yang
dilihat adalah fkine‘;ja dari organisasi Dinas
Pertambangah‘dan EnergitProvinsi Kalimantan
Barat.r_.“'

ISéIanjutnya berkaitan dengan kesesuaian

pelaksanaan  kegiatan dengan  kebutuhanewwdalam penagihannya sering Kali

Provinsi Kalimantan Barat) tergantung dari
skala tahapan kegiatan usaha yang
dilakukan oleh perusahaan dan lokasi bahan
gdian dan minera. Kita sudah
menyampaikan kepada Distamben masing-
masing Kabupaten/Kota agar dalam
menerbitkan izin usaha pertambangan yang
proporsional, dalam arti setiap izin yang
dikeluarkan harus disertai pembayaran

PNBP, baik dalam penagihan dan
pemanfaatannya dilaporkan ke Dinas
Pertambangan dan  Energi  Provins
Kalimantan Barat.....” (Wawancara

““Kasubbag Renja dan Monev tanggal 1
Desembex,2013).

Dinas Pertambangiéﬁ'dap Energi Provinsi
Barat
kewenangan ke Pemerintah KabeateNKota
dapat “'Us_i\hha
pertambangan yang proporsional. Namuin,
terj adil

Kalimantan telah ™ ., memberikan

untuk menerbitkan  izin

masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara r_kgﬁlahan prosedur, masing-masing DinasI
derfgan Kasubbag Renja dan Monev tanggal 1 | Pertambangan dan Energi di daerah seringkali

Deseimber 2013 sebagai berikut :

% “...dalam meningkatkan PNBP seglt
pertambangan, setiap tahun B.L;
melaksanakan monitoring dan evaluas’
yang,dimulai dari tingkat Kabupaten/kota
yang hasilnya dibawa ke tingkat Provins
yang selanjutnya dilaksanakan berjenjang
sampai Provinsi dan Pusat apabila kegiatan
didanai dari Provinsi maupun pusat.....”
Didalam merencanakan rencana kerja dan

monitoring evaluasi, “Dinas Eer_tambangan dan

Energi Provins Kalimantan Barat menggali

aspirasi dari tingkat bawah vyaitu dari

Kabupaten/K ota melal ui

monitoring dan evaluas sehingga diketahui

Pemerintah

yang menjadi kekuatan, peluang, dan hambatan
dalam peningkatan penerimaan negara bukan
pajak (PNBP) sektor pertambangan.

“...Tidak semua usaha pertambangan
dapat diterbitkan izinnya oleh Pemerintah
Provinsi (Dinas Pertambangan dan Energi

Widodo

i B engalami keterlambatan dalam
- -
for -i'lmen ampaikan laporannya. !
3 1 Jha untuk menyelesaikan permasalghan

\
t}ersebut diatas, harus ada upaya—upaya_.‘yang

nyata sehingga peningkatan PNBP_‘.'-sektor
pertambangan yang menjadi wilayéh kerja
Dinas Pertambangan dan Ener_g'i' Provinsi
Kaimantan Barat dapat terlalgs%:nakan sesuai

&
dengan target yang ditetapkan.
PENUTUP
Dari  hasil penelitian dapat ditarik

kesmpulan bahwa kinerja organisas Dinas
Pertambangan dan Energi Provins Kalimantan
Barat adalah masih kurang sesuai dengan
harapan masyarakat. Adapun  beberapa
indikator kinerja yang digunakan menunjukkan
hasil bahwa : Efisiensi pelaksanaan pekerjaan

pegawai di Dinas Pertambangan dan Energi
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Provinsi Kalimantan Barat secara total belum
menunjukkan hasil yang maksimal. Dengan
demikian perlunya pelaksanaan diklat yang
menyangkut hal-hal yang bersifat khusus
seperti diklat pertambangan yang berkaitan
dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)  sektor

perlu pemahaman yang mendalam kaitannya

pertambangan dikarenakan

dengan tugas-tugas bidang pertambangan

PNBP_.~stkior
pertambangan akan semaki n.efemﬁ dan efisien.

sehingga  peningkatan

Efektivitas pekerjaafi’ pegawa di Dinas
Pertambangan gan Energi Provins Kalimantan
Barat bel u[nl’ah optimal.dengan demikian perlu
keﬁ\dq[ah' yang tinggi dari aparat di ‘Dinas
Peqta?nbangan dan.Energi Provins Kalimantan
Barat sehingga pelaksanaan tugas yang menjadis

tanggungjawabnya dapat dipahami  dengan

baik'. Dengan demikian efektivitas pekerjaan &

pega‘/vai di Dinas Pertambangan dan Energi
Provihsi Kalimantan Barat akan menjadi Ieﬂh

]

baik. %

Diliﬁqt dari beban kerja yang diemban oleh
masing-masing bidang di Dinas Pertambangan
dan Energi"'l?rovinsj Kalimantan Barat masih
belum merata;,"apal ini disebabkan oleh jumlah
pegawai yang ki)rgng memadai khususnya di
Bidang Mineral, Bathbara,_Pgnzis Bumi dan Air
Tanah. Untuk meningkatkan keadilan d&lam
bidang pekerjaan, semestinya penempatan
pegawai berlandaskan asas the right man on the
right job (menempatkan orang yang ahli dalam
bidangnya) sehingga mampu menghasilkan
pekerjaan yang optimal dan maksimal

Ditinjau dari tingkat pemahaman terhadap
tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang

berlaku, tingkat kepekaan tugas pekerjaan

Widodo

dengan hasil yang dicapai, dan prioritas
terhadap tugas dan pekerjaan yang mendesak
masih rendah. Untuk meningkatkan daya
tanggap tarhadap pengusaha, pimpinan di
Dinas Pertambangan dan Energi Provins
Kaimantan Barat agar dapat meningkatkan
pengawasan dan pembinaan terhadap para
pengusaha pemegang 1zin Usaha Pertambangan
{IUP) sehingga para pengusaha sadar atas
ke\;v:au'ibannxq untuk membayar iuran tetap
pertambanganh"gu,n‘a tercapainya  target
penerimaan negara buka pajak (PNBP) sektor

pertambangan di Provinsi Kali‘r'nan‘tan Barat

b
",
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